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ABSTRAK 
 

Studi   ini   mengamati   masalah   kemiskinan   kronis   dan   rumit,   yang 
membutuhkan analisis memadai guna menampung setiap komponen dari 
permasalahan. Langkah-langkah strategis yang tepat dan berkelanjutan juga 
diperlukan untuk memecahkan masalah. Beberapa variabel yang 
digunakan untuk analisis hasil serangkaian strategi dan kebijakan untuk 
memberantas kemiskinan.  Sebagian  besar  program-program  pemerintah  
untuk pemberantasan kemiskinan tidak begitu berhasil karena terjadi 
penyimpangan dalam pelaksanaan  dari rencana mereka. Seperti banyak 
negara lain seperti Amerika Serikat telah mencoba dengan beberapa 
perbedaan dalam pendekatan dan  penekanan  mereka,  Indonesia  juga  
telah  melakukan sejumlah  upaya. Program-program pengentasan 
kemiskinan di Indonesia memberi lebih banyak penekanan pada aspek 
ekonomi daripada sosial, budaya, hukum dan bahkan religius. Ini kesalahan 
paradigmatik yang mengarah pada kesalahan analitis dan tidak 
menyertakan variabel-variabel yang signifikan bias menghasilkan perkiraan  
dan  hasil  yang  tidak diharapkan.  Studi  ini  meneliti  lebih  lanjut strategi 
pemberantasan kemiskinan dan komponen yang memadai untuk pelaksanaan 
lebih baik. 

 
Kata kunci: kemiskinan, INPRES, bantuan langsung tunai 

A.  Pendahuluan 
 
 

Pembangunan ekonomi yang ditempuh bangsa Indonesia selama Pembangunan 
Jangka Panjang Pertama (PJP I) telah menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 

rata‐rata 7 persen per tahun. Pembangunan ekonomi tersebut dimulai sejak Pembangunan 

Lima Tahun Pertama (RepelitaI) tahun 1969 yang lalu, dan proses pemba‐ ngunan berjalan 
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mulus hingga tahun 1970‐an dan 1980‐an, namun demikian tampaknya pembangunan 
ekonomi Indonesia tersebut juga beberapa kali telah mengalami external shocks seperti 
harga minyak mentah turun di pasar internasional dan apresiasi nilai tukar Yen 

terhadap Dollar Amerika Serikat selama tahun 1980‐an dan yang paling parah adalah saat 
terjadinya krisis  moneter  pada  akhir  tahun  1997  dan  awal  tahun  1998  yang  lalu 

pembangunan ekonomi Indonesia terasaterhenti dan bahkan mengalami pertum‐ buhan 
negatif sampai 13persen (Prawoto, 2005). 

Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, telah mempunyai perhatian besar 
terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam 

alinea keempat pembukaan Undang‐Undang  Dasar 1945. Program‐program  pembangunan 
yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya 
pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan 
bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah 

kemiskinan sampai saat ini terus‐menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebe‐ 
narnya sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh 
pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti.Strategi  pembangunan yang 

dikembang‐ kan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggaptinggi tersebut ternyata 
tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan 

masyarakat. Sehingga terjadi trade‐off antara pertumbunan dan pemera‐ taan.Dalam 

atmosfer strategi ini, memuncul‐ kan budaya konglomerasi yang diharapkan akan 
menghasilkan trickle down effect kepada lapisan ekonomi di bawahnya. Model seperti 

ini mendasarkan diri pada pembangunan industri secara besar‐besaran. Permasalahan  
yang timbul  adalah  tidak  berjalannya  mekanisme  trickle  down  effcts,  dimana  
mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan 
meningkatnya akumulasi  kapital  dan perkembangan  institusi  ekonomi  yang  
mampu  menyebarkan kesejahteraan yang merata. Namun demikian yang terjadi justru 
sebaliknya, yaitu tetesan dorongan atau pemerataan ke bawah tidak terjadi, mungkin 
sejak awal aturan dari pemerintah tidak jelas dan juga egoistik konglomerasi akhirnya 

yang terjadi adalah ketidakseimbangan  pem‐ bagian pendapatan dari pembangunan itu 
sendiri. 

Problema kemiskinan terus menjadi masalah  besar sepanjang  sejarah  
Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan 

yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemis‐ kinan telah membuat jutaan 
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anak‐anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkua‐ litas, kesulitan membiayai 

kesehatan, kurang‐nya  tabungan  dan  tidak  adanya  investasi,  kurangnya  akses  ke  
pelayanan  publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan 
perlindungan terhadap keluarga,  menguatnya  arus  urbanisasi   ke kota,  dan  yang  

lebih  parah,  kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat  memenuhi kebu‐ tuhan pangan, 
sandang dan papan secara 

terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masya‐ rakat desa rela mengorbankan apa saja 
demi 
keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik 
untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak 
sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang 
hari, tetapimereka menerima upah yang sangat sedikit (Sahdan, 2005). Pendek kata, 
kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat 

kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan  pun mem‐ butuhkan 

analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diper‐ lukan strategi 
penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel  
dapat  dipakai  untuk  melacak  persoalan  kemiskinan,  dan  dari  variabel  ini 

dihasilkan  serangkaian strategi dan kebi‐ jakan penanggulangan kemiskinan  yang tepat 
sasaran  dan  berkesinambungan.  Dari  dimensi  pendidikan  misalnya,  pendidikan 

yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan,  rendah‐  
nya mutu kesehatan masyarakat menyebab‐ kan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi 

ekonomi, kepemilikan  alat‐alat produktif  yang  terbatas,  penguasaan  teknologi  

dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiski‐ 
nan. Faktor kultur dan  struktural  juga  sering  dilihat sebagai  elemen penting  yang 

menen‐  tukan  tingkat 
 

kemakmuran dan kesejah‐ teraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan 
pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab 

kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator‐indikator  yang jelas, sehingga kebijakan 
penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan. 

Selama tiga dekade, upaya penanggula‐ ngan kemiskinan dilakukan dengan penye‐ 
diaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, 
perluasan kesempatan  kerja,  pembangunan  pertanian,  pemberian  dana  bergulir  
melalui  system kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan 
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sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian  cara  dan strategi  penanggulangan 

kemiskinan terse‐  but,  semuanya berorentasi material, sehingga keberlanjutannya 

sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen peme‐ rintah. Di samping 

itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebab‐ kan rendahnya 

akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiski‐ nan dengan cara 
mereka sendiri 

Masalah kemiskinan memang telah lama menjadi problema ada sejak dahulu 

kala. Pada masa lalu umumnya  masyarakat  men‐ jadi miskin bukan karena kurang 
pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi.  Dari ukuran 

kehidu‐ pan modern  pada  masa  kini  mereka  tidak  menikmati  fasilitas  

pendidikan,  pelayanan kesehatan,  dan kemudahan‐kemudahan  lain‐ nya  yang  tersedia  
pada  jaman  modern. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial  ekonomi tidak 

hanya dialami oleh negara‐ negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara‐negara  
maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di 

penghujung tahun 1700‐an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di 

Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga‐tenaga kerja pabrik yang 
sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan  upah  rendah,  sehingga kemampuan  
daya  belinya  juga  rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang 
rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. 

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemis‐ kinan, terutama 
pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 

1930‐an. Pada tahun 1960‐an Amerika  Serikat  tercatat  sebagai  negara  adi  daya  
dan 
terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan 

Amerika Serikat  telah  banyak  memberi  bantuan  kepada negara‐negara  lain. Namun,  
di  balik keadaan itu  tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah  
penduduknya tergolong miskin. 

Namun demikian seperti pernyataan di atas tadi bahwa kemiskinan di negara 
maju tentu  relatif  berbeda dengan  di  negara terbelakang  seperti  di  Indonesia.  Di  
Indonesia tekanan kemiskinan selain tidak menerima fasilitas kehidupan modern 
tetapi kebutuhan dasar (basic need) masih menjadi problema serius.Dan dalam waktu 

akhir‐akhir ini banyak berita media massa mengekspos kondisi masyarakat miskin yang 

semakin ke arah kebutuhan dasar saja seperti makan, san‐ dang, papan, berarti 
menunjukkan kondisi kemiskinan sekarang semakin buruk dari kemiskinan pada 
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tahun‐tahun sebelumnya. 
Masalah kemiskinan bukan hanya melibatkan negara dunia ketiga melainkan 

juga negara yang sedang berkembang. Hal ini karena disamping kemiskinan berkaitan 
dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya secara layak (kemiskinan 
absolut) namun juga  berkaitan  dengan  perbandingan  yang timpang  antara penduduk  

berpengha‐  silan 

tinggi dengan penduduk  berpenghasi‐  lan yang paling rendah. Data yang sudah cukup 
lama pada tahun 1993 total penduduk miskin dunia sekita 1,2 milyar. Dari jumlah itu 
sebagaian besar berada di kawasan Asia Selatan sebesar 520 juta. Di bagian belahan 
dunia lainnya, di Asia Timur penduduk miskin sebesar 220 juta, sub Sahara Afrika 
sebesar 160 juta, di timur tengah/Afrika utara sebesar 60 juta dan kawasan Amerika 
latin sebesar 70 juta (Word Bank report). Angka estimasi relatif baru 1995 – 1999 
dari UNCTAD, United Nations Report 2002 jumlah penduduk 49 negara 
terbelakang (LDC) sebesar 613 juta yang hidup dengan biaya di bawah $1 per hari 
sebesar 307 juta orang. Sedang penduduk yang hidup dengan biaya per hari di bawah 
$2 sebesar 495 juta orang. Di negara terbelakang Afrika pada pertengahan tahun 

1990an, terdapat  87 persen penduduknya hidup dengan kon‐ sumsi di bawah $2 per 

hari dengan rata‐rata konsumsi per hari hanya 85 sen Dollar. 65 persen hidup 

dengan konsumsi di bawah $1 per hari dan dengan rata‐rata konsumsi  per hari hanya 

59 sen Dollar. Data lain di negara terbelakang di Asia menunjukkan  pada per‐ tengahan 
tahun 1990an, terdapat 65 persen penduduk yang hidup dengan konsumsi di bawah 

$2 dan dengan rata‐rata konsumsi  per hari hanya $1.42. Sedangakan terdapat 23% 

penduduk yang hidup dengan konsumsi di bawah $1 dengan rata‐rata konsumsi  hanya 
sebesar 90 sen Dollar. 

Gambaran tersebut akhirnya memunculkan pemikiran Ragnar Nurske, bahwa 
kemiskinan  ditengarai  adanya   lingkaran setan  (the  vicious  circle  of  poverty).  Jadi 
lingkaran setan menggambarkan bahwa tidak adanya ujung pangkal penyebab 
kemiskinan (seperti duluan mana antara telor dan ayam) apakah karena tabungan 

rendah, investasi rendah, kekurangan modal, rendahnya  pro‐ duktifitas, pendapatan 

rendah yang kembali menyebabkan  tabungan rendah dan seterus‐ nya. Pertanyaannya yang 
mana dulu penyebabnya?. Demikian akhirnya semua hanya berputar tanpa ada pangkal 
yang bisa ditunjuk sebagai sebabnya. (Hudiyanto, 2001) 

Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS mempunyai makna 
yang relatif luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhankehidupan, antara lain adalah; 
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1.   Terbatasnyakecukupan dan mutu pangan; 
2.   Terbatasnyaakses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; 
3.   Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; 
4.   Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; 
5.    lemahnyaperlindungan terhadap aset usaha, danperbedaan upah; 
6.   terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; 
7.   terbatasnya akses terhadap air bersih; 
8.   lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; 

9.    memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatas‐ 
nya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; 

10.  lemahnya jaminan rasa aman; 
11. lemahnya partisipasi; 

12. besarnya  beban  kependudukan  yang disebabkan  oleh besar‐ nya tanggungan 
keluarga; 

13. Tata  kelola  pemerintahan  yang  buruk  yang  menyebab‐ kan  inefisiensi  
dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya 
jaminan sosial terhadap masyarakat. (Sahdan, 2005) 

 
Dalam literatur banyak  mendefinisikan kemiskinan, namun pada dasarnya 

dapat dibedakan menjadi tiga pengertian kemiski‐  nan antara lain; kemiskinan absolut, 

kemiski‐ nan relatif dan kemiskinan kultural. Seseo‐ rang termasuk golongan miskin 

absolut apa‐ bila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk 

meme‐ nuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. 

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiski‐ 
nan namun masih berada di bawah kemam‐ puan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin 

kultural berkaitan  erat  dengan  sikap  seseo‐ rang  atau  sekelompok  masyarakat  yang  
tidak mau berusaha  memperbaiki  tingkat kehidupannya  sekalipun  ada  usaha  dari  
fihak lain  yang membantunya. Lebih  lanjut,  garis  kemiskinan  merupakan  ukuran  

rata‐rata kemampuan masyarakat  untuk  dapat  me‐ menuhi  kebutuhan  hidup  
minimum.  Melalui  pendekatan sosial masih sulit  mengukur garis kemiskinan 

masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihi‐  tung dengan 
menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan 
pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik 

(BPS)   untuk   menarik   garis  kemiskinan   adalah   dengan   menggunakan   
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pendekatan pengeluaran. 

B.  Pembahasan 
Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan 

penduduk per‐ kotaan  ditetapkan  sebesar  Rp.  96.959  per  kapita  per  bulan  dan  
penduduk  miskin perdesaan sebesar Rp. 72.780 per kapita per bulan. Dengan 

perhitungan uang tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi kon‐ sumsi setara 
dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok 
minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, 

pendidikan, transportasi. Angka garis kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding 
dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitarRp. 38.246 per 

kapita per bulan untuk pen‐ duduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagipenduduk perdesaan. 
Sebagai  perbandingan  batas  kemiskinan  di  negara  maju  seperti  Amerika  Serikat, 

Departemen  Pertanian  AS  pertama‐tama melakukan  estimasi biaya untuk mendapat‐  kan 

makanan  tepat gizi. Kemudian  berdasar‐ kan asumsi bahwa orang miskin membelan‐ jakan 
sepertiga pendapatan mereka untuk makanan. Batas kemiskinan dihitung dengan 
mengalikan biaya makanan tersebut 3 (tiga) kali. Penyesuaian dilakukan atas dasarkeluarga 
dan inflasi dari waktu ke waktu. Batas resmi pendapatan tunai untuk keluarga miskin 
dengan empat anggota adalah $16.400 pada tahun 1997. Keluarga dengan empat 
anggota yang berada pada atau dibawah batas pendapatan tersebut dikatakan berada pada 
garis kemiskinan. Batas kemiskinan tahun 1997 adalah terbentang mulai $8.350 per 

tahun untuk orang yang hidup sendiri dan $32.566 untuk keluarga dengan  9 (sem‐  
bilan)  atau  lebih  anggota.  Definisi  kemiskinan didasarkan pada pendapatan tunai 
sebelum pajak, termasuk transfer tunai, tetapi tidak memasukkan  nilai  transfer  non  tunai  
seperti jatah makan, bantuan kesehatan, perumahan yang bersubsidi, atau asuransi 
kesehatantenaga kerja otomatis (McEachern, 2001). 

1.   Angka Kemiskinan di Indonesia 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menggelar Konferensi 

Pers “Membedah  Angka Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis  Data Terkini  BPS”  
Tingkat kemiskinan pada 2017 mencapai titik terendah selama hampir dua dekade, 
yaitu sebesar10,12 persen. Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017 
menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia berkurang 0,58 persen poin 
(year-on-year). “Lebih penting lagi adalah secara absolut jumlah penduduk miskin dari 
September 2016 ke September  2017  turun  1,18  juta  jiwa.  Kalau  kita  lihat  
perkembangan  penurunan kemiskinan sepuluh tahun terakhir, secara rata-rata hanya 
turun 500 ribu orang per tahun. 
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Dibandingkan 2016, terjadi penurunan kemiskinan yang di luar kebiasaan di 2017, 
yaitu dua kali lipat lebih atau sebesar 1,18 juta jiwa. 

 
 

Dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan 2009-2017, kemiskinan di perdesaan 
lebih tinggi dari di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di perdesaan sebesar 
13,47 persen atau secara absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7,26 persen 
atau secara absolut 10,27 juta jiwa. Pada periode 2010-2014, tingkat penurunan 
kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari di perkotaan. Namun pada tahun 2014-2016, 
penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan, bahkan terjadi 
peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014-2015. Kembali mengulang tren 
pada periode 2010-2014, pada periode 2016-2017 terjadi penurunan kemiskinan di 
perdesaan lebih cepat dari perkotaan. 

Terdapat tiga faktor pendorong penurunan kemiskinan pada 2017. Pertama, 
inflasi terjaga stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-
September, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Pemerintah berhasil 
menjaga stabilitas harga   pada   saat   hari   raya   lebaran,   terutama   pada   
komponen   makanan.   Kedua, meningkatnya  upah  riil  buruh  tani  sebesar  1,05  
persen  dalam  enam  bulan  terakhir. 
“Kemiskinan di perdesaan paling banyak dari buruh tani. Dengan adanya perbaikan upah 
riil buruh tani akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi 
kemiskinan di perdesaan. Ketiga, integrasi program-program penanggulangan 
kemiskinan, antara lain: (i) perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non 
tunai melalui satu kartu; (ii) penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain 
untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya; (iii) reformasi 
subsidi pangan dan energi tepat sasaran; dan (iv) optimalisasi penggunaan dana desa. 

Selanjutnya  Menteri  Bambang  menjelaskan  bagaimana  BPS  menentukan  
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siapa yang hidup di bawah garis kemiskinan dan siapa yang berada di atas garis 
kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan konsumsi komoditas pangan tertentu yang 
dinyatakan dengan  kalori. “Garis  kemiskinan nasional lebih  tinggi  daripada  garis  
kemiskinan  di perdesaan,  dan  garis  kemiskinan  di  perkotaan  lebih  tinggi  daripada  
garis  kemiskinan 

nasional, karena pengeluaran di perkotaan lebih mahal dibandingkan rata-rata nasional 
dan apalagi dibandingkan dengan perdesaan. Kalau kita lihat perkembangan 2014-
2017, garis kemiskinan naik karena ada inflasi. Untuk itu, sangat penting untuk 
menjaga inflasi. Kalau inflasi tidak dijaga dan garis kemiskinan naiknya lebih tajam, 
maka akan semakin sulit untuk  mengurangi  kemiskinan.  Beberapa  komoditi  yang  
memberi  sumbangan  besar terhadap garis kemiskinan pada 2017, antara lain: beras, 
rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan daging sapi. 
Komoditi beras menempati urutan pertama atau sebesar 18,80 persen berkontribusi 
terhadap garis kemiskinan di perkotaan, sementara di perdesaan sebesar 24,52 persen. 
“Kalau kita tidak ingin kemiskinan  bertambah, jaga harga beras untuk masyarakat 
perdesaan. Karena kalau harga beras naik, pengaruh beras ke 

garis kemiskinan perdesaan sampai 24,52 persen atau seperempatnya. Saya juga 
berharap kita konsumsi yang produktif, karena rokok dapat membuat orang miskin. 
(Kementerian PPN/Bappenas, Konferensi Pers, 2018) 

2.   Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Memahami  dan  upaya  menangani  kemiski‐ nan  memang  menarik  untuk  
disimak. Dalam teori ekonomi mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran 

setan kemis‐ kinan dapat dilakukan peningkatan  keteram‐ pilan sumber daya manusianya, 
penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai suntikan 
maka diharapkan 

produktifitas akan meningkat. Namun, dalam praktek persoalannya tidak semudah itu. 

Lantas apa yang dapat dilaku‐  kan? Program‐program  penanggulangan kemiskinan sudah 
banyak dilaksanakan di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat 
program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi 
antarnegara bagian,  memperbaiki  kondisi  pemukiman perkotaan  dan  pedesaan,  

perluasan  kesempatan pen‐ didikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin 
usia lanjut. Selain program pemerintah,  juga  kalangan  masyarakat  ikut  terlibat  
membantu  kaum  miskin  melalui organisasi   kemasyarakatan,   gereja,   dan   sebagainya.   
Sedangkan   di   negara   Indonesia sebenarnya  dari  uraian  di  atas  juga  melakukan  
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upaya  yang  hampir  sama  seperti  yang dilakukan di Amerika Serikat, mungkin tingkat 
komprehensifitasnya yang masih diperlukan. Penanganan kemiskinan di Indonesia masih 
didominasi sektor ekonomi, belum begitu menyentuh aspek lain seperti sosial, budaya, 
hukum dan politik, bahkan agama. 

Kekeliruan  paradigma  dalam  memahami kemiskinan  tentu  menyebabkan  adanya 

analisis yang keliru, artinya seharusnya memunculkan variabel‐variabel  yang signi‐ fikan 
untuk  menganggulangi  kemiskinan  justru  variabel  yang  tidak  signifikan  dimasukkan, 
sehingga  estimasi  bias  dan  hasil  yang  diharapkan  tidak  terjadi.  Mencermati  

beberapa kekeliruan paradigmatik penang‐ gulangan kemiskinan tadi, ada strategi yang 
harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan(Huraerah, 2005): 

1. Karena  kemiskinan  bersifat  multi‐  dimensional,  maka  program  pengen‐  
tasan kemiskinan   seyogyanya   juga  tidak  hanya  memprioritaskan  aspek  
ekonomi  tapi 

memperhatikan  dimensi lain.  Dengan  kata  lain,  pemenuhan  kebutuhan  pokok 
memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi 
kemiskinan nonekonomik. Strategi pengentasan  kemiskinan hendaknya  

diarahkan untuk mengikis nilai‐nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, 
fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, 
kemiskinan 

ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan 

kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan‐ hambatan yang sifatnya 
struktural dan politis. 

 
2. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang 

dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk 
meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, 
peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (networking), 
serta informasi pasar. 

3. Melibatkan    masyarakat    miskin    dalam    keseluruhan    proses    
penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, dan 

eva‐ luasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan. 
4. Strategi  pemberdayaan.  Kelompok  agrarian  populism  yang  dipelopori  

kelompok pakar  dan  aktivis  LSM,  menegaskan,  masyarakat  miskin  adalah 
kelompok  yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi 
kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya. 
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Selain strategi di atas barangkali dalam era otonomi daerah sekarang ini sebesarnya 
jika kita jujur bahwa data kemiskinan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif 
yang menyangkut perilaku, potensi, daya saing masyarakat adalah pemerintah daerah. 
Memang ironisnya pemerintah daerah seolah tidak tanggap. Dan ketika wartawan dan 
media massa mengekspos ada daerah yang penduduknya makan nasi ”aking”  atau 
”telo”, Bupati  dan jajarannya baru gerah dan turun ke desa. Artinya strategi daerah 
menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi 
dan daya yang dimiliki masyarakat, juga model pemberdayaan masyarakat. 

Strategi yang bersifat bantuan langsung (BLT) ke masyarakat miskin yang diseleng‐ 
garakan selama ini sangat bersifat jangka pendek dan itu sebenarnya menurut penga‐ laman di 
negara maju seperi misalnya Amerika Serikat, BLT hanya  diberikan kepada masyarakat 

yang  benar‐benar  tidak berdaya.  Strategi  yang  dikembangkan  yang berorentasi  jangka 
panjang  adalah  justru  bantuan  tidak  langsung  yang  bersifat  pemberdayaan.  
misalnya, 

program pening‐ katan kemampuan dan keterampilan kerja/ usaha melalui pendidikan 

dan latihan‐latihan kerja, perluasan jaringan usaha (networking), dan informasi pasar, 
bantuan modal kerja. Untuk  menunjang  keberhasilan  strategi tersebut,  diperlukan  

unsur‐unsur  berikut(Sahdan, 2005): 
1. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut sebaiknya dilakukan secara 

menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan  budaya lokal, 
karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua. 

2. Memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir 
dari proses  tersebut.  Biarkan  orang  miskin  merasakan  bagaimana  proses 
mereka  bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan. 

3. Melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan 
konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin. 

4. Meningkatkan kesadaran dan kepedu‐ lian di kalangan semua pihak yang 
terkait, serta  membangkitkan  gairah  mereka  yang  terlibat  untuk  mengambil  
peran  yang sesuai agar tercipta rasa memiliki program. 

5. Menyediakan ruang gerak yang seluas‐ luasnya, bagi munculnya aneka inisiatif 
dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat. Dalam hal ini, pemerintah lebih 
berperan hanya sebagai inisiator, selanjutnya bertindak sebagai fasilitator dalam 

proses tersebut, sehingga akhir‐ nya, kerangka dan pendekatan penang‐ gulangan 
kemiskinan 
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disepakati bersama. 

6. Pemerintah dan  pihak  lainnya (ORNOP, Perguruan Tinggi, pengusa‐ ha, 
masyarakat madani,  partai  politik  dan  lembaga  sosial  keagamaan)  dapat 
bergabung  menjadi kekuatan yang saling mendukung. 

7. Mereka yang bertanggungjawab dalam menyusun anggaran belanja harus 
menyadari pentingnya  penanggulangan kemiskinan  ini  sehingga  upaya  ini  
ditempatkan  dan mendapat prioritas utama dalam setiap program di setiap 

instansi. Dengan demikian, penanggu‐langan kemiskinan menjadi gerakan dari, oleh 
dan untuk rakyat. 

Secara umum, program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggulangi 
kemiskinan adalah: 

1. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk 

berpartisipasi dalam proses pemba‐ ngunan ekonomi. 

Kebijakan dan program untuk mem‐ berdayakan kelompok miskin. Kemis‐ 
kinan 
memiliki sifat multidimensional, maka penanggulangannya  tidak  cu hanya 

dengan mengandalkan pende‐ katan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan 
kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. 

2. Kebijakan   dan   Program   yang   Melin‐  dungi   Kelompok   Miskin.   

Kelompok masyarakat  miskin sangat  rentan  terha‐  dap goncangan internal 
(misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK) maupun goncangan 

ekster‐ nal (misalnya kehilangan   pekerjaan,   bencana   alam,   konflik   sosial),   
karena   tidak   memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi 

goncangan‐gonca‐ ngan tersebut. 
3. Kebijakan dan Program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi; 

hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari 
generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus 
diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga 
adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan. 

4. Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi 
ruang yang memungkinkanmasyarakat desa dapat menanggulangi sendiri 
kemiskinannya. 

3. Penanggulangan Kemiskinan Dalam Aspek Sosial Budaya 
Salah satu strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah dengan 
integrasi program kemiskinan, yaitu dengan pelaksanaan perlindungan  sosial  
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didasarkan  pada  pendekatan  siklus  hidup  (life-cycle),  penerima bantuan menerima 
manfaat lengkap karena bersifat single targeting framework untuk intervensi kemiskinan 
secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan  implementasi  
bantuan  sosial  non-tunai. “Studi empiris menunjukkan  kalau kita 
mengintegrasi   program-program   kemiskinan,   maka  tingkat   kemiskinan   dapat   
turun sebanyak dua persen. Sekarang tingkat kemiskinan kita sepuluh persen, harusnya 
bisa jadi delapan  persen.  Harus  ada  upaya  pengintegrasian  supaya  penurunan  
kemiskinan  lebih cepat. Strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial non-
tunai yang harus dipastikan   berjalan   tepat   waktu,   mengarahkan   bantuan   pangan   
non-tunai   untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya 
tunai (cash for work) untuk  masyarakat   kurang  mampu. “Khusus   padat   karya   
tunai   bertujuan   untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja 
sementara, menurunkan angka stunting, dan mengurangi kemiskinan. Hal ini 
diutamakan untuk desa yang mengalami bencana, pasca konflik, dan rawan pangan. 
Target kita di 2018 adalah 1.000 desa di 100 kabupaten/kota, dengan dana bersumber 
dari dana desa, APBN, dan APBD. (Kementerian PPN/Bappenas, Konferensi Pers, 
2018) Mengingat kemiskinan yang  sebenarnya tidak sekedar miskin secara ekonomi, 
maka penanggulangan  kemiskinan  dari   aspek  sosial  budaya  juga  sangat  
diharapkan  melalui beberapa program seperti: 

a.   Dengan  adanya  keberagaman  budaya  (multikultur)  dan  kearifan  lokal  
(local wisdom), yang juga diperlukan pencermatan          tersendiri,       
apabila melakukanproses empowerment masyarakat miskin maka melakukan 
transformasi sosial dari masyarakat yang tidak berdaya, menjadi masyarakat 
berdaya, untuk selanjutnya   berproses   menuju   masyarakat   mandiri  hingga   
mencapai   suatu masyarakat yang madani (civil society). 

b.   Patriarkhi menempatkan perempuan sebagai subordinat, sehingga terjadi peran 

dominasi laki‐laki atas perempuan dalam ranah keluarga maupun kemasya‐ rakatan. 

Dari sini akan memunculkan  ketidaksetaraan  yang lebih menguntung‐  kan laki‐laki  
dan lebih jauh mengarah  ketidakadilan  gender,  sehingga  untuk  melakukan  
perubahan  sosial  dalam 

mendekonstruksi  ketidakadilan  gender  dalam  pembangunan  harus  
dilakukan  melalui perspektif gender 

c.  Meningkatkan peran keberadaan para elite di masyarakat dalam sebuah kultur 

yang paternalistik adalah sangat berpe‐ ngaruh dalam hubungan kemasyarakatan  dan 
memiliki andil besar dalam kebijakan pembangunan aras desa. 
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d.  Reformasi diri  melalui perubahan  budaya ʺstatikʺ ke  budaya ʺprogresifʺ di  
kalangan masyarakat. Dari budaya yang malas, tidak teratur, kurang disiplin, 
statis dll, menjadi memiliki budaya giat bekerja, teratur, disiplin, ambil bagian, 
progresif. 

e.   Morishama (1982) mengemukakan  keber‐ hasilan pembangunan ekonomi Jepang 

terjadi sebagai akibat dari ciri‐ciri konfusianisme yang mengajarkan umat‐ nya loyal, 
nasionalis, dan kolektivitas sosial. 

f.   Mengembangkan nilai‐nilai  budaya bangsa yang lulur pada sisi nilai dasar dan 
komposit kemajuan. (Tri Pranadji, 2004) 

Kesimpulan 

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus‐ menerus menjadi  masalah  yang berkepanja‐ 
ngan. Sebenarnya sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh 

pemerintah,   namun   belum membawa peru‐   bahan   yang  berarti.   Program‐program 

penanggulangan ke‐ miskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Strategi 
pembangunan   yang   dikembangkan   bangsa   Indonesia   selama   ini  adalah   bertumpu   
pada 

pertumbuhan  ekono‐ mi  yang  tinggi.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  dianggap  tinggi  

tersebut ternyata   tidak diikuti  dengan pemerataan  distribusi penda‐   patan  pada  semua  

golongan masyarakat.Sehingga terjadi trade‐off antara pertumbuhan dan pemerataan. 

Mencermati  beberapa  kekeliruan  para‐  digmatik  penanggulangan  kemiskinan,  

dimana analisis    yang    seharusnya    memun‐   culkan    variabel‐variabel yang    signifikan    
Suntuk menganggulangi kemiskinan justru variabel yang tidak signifikan dimasukkan, 
maka strategi 

yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan:  seyogyanya  juga tidak hanya 
memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain; untuk meningkatkan 
kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan 
kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan; melibatkan 

masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemis‐kinan; strategi 
pemberdayaan. 

Untuk  menunjang  keberhasilan  strategi tersebut,  diperlukan  unsur‐unsur  berikut:  
Upaya tersebut  sebaiknya  dilakukan  secara menyeluruh,  terpadu,  lintas  sektor,   dan  
sesuai  dengan kondisi  dan  budaya  lokal; memberikan perhatian terhadap  aspek proses, 
tanpa mengabaikan 
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hasil akhir dari proses tersebut; melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan 
berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama 
masyarakat miskin; meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang 

terkait; menye‐ diakan ruang gerak yang seluas‐luasnya, bagimunculnya aneka inisiatif dan 
kreativitasmasyarakat. 
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